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PEMBANGUNAN HUKUM DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN 

DAERAH YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI YANG KOMPETITIF DI 

DAERAH 

(Tinjauan di Malang) 
 

Ayu Lestari, Johar Kiswati, Arief Siregar 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

 
ABSTRAK 
 
 

Otonomi daerah merupakan jalan penyerahan berbagai kewenangan 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu kewenangan daerah adalah 
dibidang penanaman modal di luar urusan penanaman modal yang menjadi urusan 
pusat. Dimana daerah berperan dalam pemberian ijin, pengaturan tentang jenis 
investasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan daerah tersebut dan terkait dengan 
dampak lingkungan (AMDAL). Pemerintah daerah dalam usaha menjalankan 
kewenangannya melakukan pengaturan melalui Peraturan daerah yang tujuannya 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menjaring investor untuk 
melakukan investasi di daerah, dimana urusan penanaman modal yang menjadi urusan 
daerah adalah penanaman modal non PMA/PMDN meliputi bidang industri, 
Perdagangan, jasa konstruksi, pariwisata dan perumahan. Peraturan daerah yang 
dibuat oleh pemerintah daerah tersebut dalam realisasinya justru menghambat iklim 
investasi di daerah karena Peraturan daerah yang ada, berisi pungutan-pungutan, pajak 
dan retribusi yang memberatkan para investor. Untuk itu Perlu dikaji kendala-kendala 
investor dalam menanamkan modalnya di daerah terutama hambatan dari Peraturan 
daerah  yang tidak responsif dan tidak mendukung terciptanya iklim investasi yang 
kompetitif di daerah. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam mengenai bagaimana 
pembuatan Peraturan daerah  yang kompetitif  yang bisa mendukung dunia usaha 
maupun investasi. Untuk membuat Peraturan daerah yang mendukung investasi  perlu 
adanya pengadopsian prinsip good governance dalam pembuatan Peraturan daerah, 
partisipasi masyarakat, peningkatan kerja badan legislatif yang mempunyai fungsi 
utama dalam bidang legislasi, proses pembuatan Peraturan daerah  yang benar, serta 
peningkatan kerja eksekutif yang memegang roda pemerintahan daerah. Dengan upaya-
upaya tersebut diharapkan dapat terciptanya iklim investasi yang kondusif dan lebih 
kompetitif di daerah. 
 
Kata kunci : Peraturan daerah, Kompetitif, Daerah 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 

Pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan melalui kerangka desentralisasi 

seperti yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
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menggantikan UU lama yaitu UU No. 22 Tahun 1999, telah memindahkan sebagian 

besar kewenangan yang berada dipusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga 

pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Pada dasarnya oleh para pendiri negara 

kita otonomi daerah sudah dituangkan dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi : 

“Pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk susunan   
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan 
mengingati dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan 
hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”. 

 
Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan 

keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang dimiliki serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi daerah. 

Untuk itu daerah harus melakukan strategi-strategi dan kreatifitas agar daerah dapat 

meningkatkan PAD. Strategi-strategi dan kreatifitas daerah inilah yang akan membuat 

suatu daerah mampu bersaing dengan daerah lain dan akan tetap survive dalam 

menyambut era globalisasi dan tersebut berhasil dalam menjalankan otonomi daerahnya. 

Desentralisasi telah memberikan kewenangan-kewenangan yang begitu luas 

pada daerah, dimana salah satu kewenangannya adalah pengaturan mengenai penanaman 

modal di daerah diluar urusan penanaman modal pusat yaitu non PMA/PMDN meliputi 

bidang industri, Perdagangan, jasa konstruksi, perumahan, pariwisata. Instrumen yang 

digunakan dalam mengatur investasi di daerah ini adalah melalui Peraturan daerah 

(untuk selanjutnya disingkat Perda), dimana Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah 

harus sesuai dengan kondisi daerah (apa yang dibutuhkan daerah) sehingga Perda bisa 

menjadi salah satu insentif dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di 

daerah. Tetapi sayangnya banyak daerah yang sengaja membuat  Perda untuk 

menciptakan pajak dan retribusi baru sehingga membuat investor mengeluh terhadap 

keberadaan Perda semacam ini. Mereka sebenarnya tidak mengeluhkan besarnya jumlah 

yang harus dibayar, tetapi lebih kepada ketidakpastian mengenai besarnya jumlah yang 

harus dibayar dan kerumitan administrasi yang ditimbulkan oleh begitu banyaknya jenis 

pungutan dan pajak. Munculnya Perda yang tidak tidak mendukung investasi tersebut 

tanpa disadari telah menurunkan daya saing perekonomian lokal.  

Beberapa contoh diantaranya adalah penerapan pajak dan retribusi daerah 

Probolinggo, Jawa Timur yaitu Perda No. 12 Tahun 2001 tentang Penerimaan 
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Sumbangan Pihak ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang 

sangat memberatkan kalangan dunia usaha. Sumbangan tersebut berdasarkan Bab II 

pasal 3 yang dikenakan pada semua sektor usaha. Menurut pengertian filosofis 

sumbangan berarti sukarela namun dalam Bab V pasal 10 menyatakan bahwa 

pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana, maka sumbangan ini bersifat wajib. 

Begitu juga penerapan Perda No. 25 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame, yang terjadi di 

Toli-toli, Sulawesi Tengah. Berdasarkan Perda ini berbagai jenis komoditas yang keluar 

dari Kabupaten Toli-toli dikenai tarif pungutan 1-5 % dari harga jual produk yang 

berlaku di daerah tersebut. Masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah juga 

disampaikan Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah  (KPPOD) yang 

menyatakan bahwa 32% dari 896 Perda yang diteliti tahun 2003 dinilai mendistorsi iklim 

investasi, dan sampai dengan akhir Februari 2004, 200 Perda telah dibatalkan. 

Syarat utama berkembangnya investasi di daerah adalah adanya iklim investasi 

yang sehat dan kondusif. Persyaratan utama dari iklim investasi seperti itu adalah tidak 

adanya ekonomi biaya tinggi yang disebabkan oleh banyaknya Perda yang dilatari 

keinginan pemerintah daerah untuk menggali PAD sebesar-besarnya melalui Perda yang 

banyak memungut pajak dan retribusi. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus lebih 

bersikap business friendly terhadap dunia usaha dan lebih mengedepankan pentingnya 

jumlah investasi yang masuk. 

Berdasar paparan yang ada, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai 

suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan. Bahwa kita perlu mengetahui 

kendala-kendala yang dihadapi investor dalam menanamkan modalnya di daerah dan 

juga bagaimana pembentukan Perda yang  mendukung iklim investasi yang kompetitif. 

Dari permasalahan yang ada, kemudian dianalisis, kemudian diharapkan masyarakat 

dapat mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi investor dalam menanamkan 

modalnya di daerah serta pembentukan Perda yang mendukung iklim investasi yang 

kompetitif untuk mengatasi kendala yang ada. Selain tujuan penulisan diatas tulisan ini 

juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, diantaranya sebagai 

sumbangan pemikiran dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif guna 

memulihkan kondisi ekonomi Indonesia khususnya di daerah.  
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METODE PENDEKATAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif mengenai pengaturan 

investasi di daerah melalui Perda. Penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepkan  

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap 

pantas. Bahan hukum yang digunakan meliputi : Bahan hukum primer yaitu UUD 1945, 

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.1 Tahun 1967 yang diubah 

dengan UU No.11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No.12 

Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN). Bahan hukum sekunder 

yang berupa buku-buku, hasil penelitian, dan artikel sebagai bahan penunjang untuk 

melakukan analisis terhadap data-data hasil kajian normatif. 

Teknik pengumpulan data melalui tinjauan kepustakaan, meliputi bahan hukum 

primer dan sekunder diatas. Data yang terkumpul dianalisis deskriptif kualitatif sesuai 

dengan pokok permasalahan. 

 

HASIL 

 

Era otonomi daerah dan desentralisasi yang berlaku beberapa tahun ini  telah 

memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, salah satunya mengelola 

potensi di daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut melalui sektor investasi 

non PMA/PMDN. Untuk itu Pemerintah daerah memberikan pengaturan yang lebih 

khusus melalui Perda. Namun dalam das sein-nya Perda tersebut justru menjadi 

hambatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah, karena pada 

ujungnya berisi pungutan-pungutan dan retribusi yang memberatkan investor. Secara 

nasional dari penelitian yang sudah dilakukan oleh pusat study Asia Pasifik UGM 

tentang iklim investasi menemukan 5 besar hambatan investasi yaitu pungutan liar, 

perijinan oleh pemerintah pusat, Perda, kenaikan tarif BBM dan listrik, pajak/retribusi 

(www.akatiga.or.id/tor-surabaya.htm, diakses 20 Desember 2006). 

Berdasarkan penelitian KPPOD sampai akhir Februari 2004 terdapat 896 Perda 

yang dinilai mendistorsi iklim investasi di daerah. Sebagai contoh beberapa Perda 

bermasalah di daerah seperti Perda No.12 tahun 2001 di Probolinggo, Jawa Timur 

tentang penerimaan pihak ketiga kepada pemerintah kabupaten Probolinggo, dimana 

sumbangannya bersifat wajib. Perda No.25 tahun 2001 tentang Pajak Komoditi yang 
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diterapkan Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah, yang melanggar prinsip Free Internal 

Trade (Perdagangan Bebas Dalam Negeri) dan menambah biaya komoditas sehingga 

berpotensi menurunkan daya saing produk bersangkutan. Begitu juga Perda No.10 tahun 

2002 tentang retribusi hasil produksi usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh kabupaten 

Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang mengenakan pungutan retribusi terhadap objek 

pajak hasil produksi bidang perkebunan, sebesar Rp.2 per kilogram untuk minyak sawit 

mentah, 2 % dari harga jual untuk kelapa, tebu, kopi, dan lada, serta 0,25% dari harga 

jual untuk benih yang dijual keluar daerah. 

Sedangkan di Malang sendiri banyak Perda yang berisi pungutan retribusi. 

Sebagai contoh Perda No.12 tahun 2001 pasal 11 tentang Pengaturan Usaha dan 

Retribusi Bidang Industri dan perdagangan, pasal 11. Dalam pasal 11 tersebut yang 

diatur hanyalah kewajiban bagi para pengusaha untuk membayar berbagai macam 

retribusi. Kemudian masih banyak lagi Perda lain yang memungut retribusi seperti Perda 

pengaturan reklame, Perda retribusi surat ijin usaha jasa konstruksi,  Perda Retribusi ijin 

lokasi, Perda penyelenggaraan dan retribusi ijin angkutan orang, Perda Retribusi ijin 

pertelaan, dan Perda Ijin Angkutan Orang. Pada tahun 2006 ada 17 Rancangan Perda 

yang dilempar eksekutif ke legislatif, dimana sebagian besar Perda itu berisi pungutan 

retribusi. Dari banyaknya retribusi-retribusi tersebut diatas menyebabkan nilai investasi 

di kota Malang menurun meskipun dalam penelitian KPPOD menyebutkan bahwa kota 

Malang masih merupakan salah satu kota yang diminati investor. (Terlampir). 

 

PEMBAHASAN 

 

Dalam rangka Otonomi Daerah pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur 

masalah penanaman modal di daerah, yaitu penanaman modal non PMA/PMDN yang 

meliputi bidang usaha industri, perdagangan, pergudangan, jasa konstruksi, perumahan, 

dan pariwisata karena menurut Keppres No. 29 tahun 2004 bahwa penyelenggaraan 

PMA dan PMDN harus melalui sistem pelayanan satu atap di pusat. Hambatan-hambatan 

yang dialami investor di daerah berdasarkan hasil pada bab sebelumnya menunjukkan 

bahwa Perda menjadi hambatan bagi para investor dan dinilai mendistorsi iklim investasi 

di daerah. Banyaknya Perda yang mengatur pemungutan retribusi dan pajak sangat 

memberatkan investor karena dunia usaha menghendaki pengaturan yang mudah, jelas, 

dan pemberian insentif yang menarik bagi para investor khususnya insentif dalam hal 

   



 

6 

retribusi dan pajak. Dalam rangka menarik dan mengatasi hambatan yang dialami para 

investor dalam menanamkan modalnya di daerah banyak hal yang perlu diperhatikan 

terutama pengaturan retribusi dan pajak daerah yang diatur melalui Perda yang pada 

kenyataannya hanya  sebagai penghambat dan penghalang para investor di daerah. Perda 

tersebut merupakan pengaturan yang tidak mendukung iklim investasi yang kompetitif di 

daerah. Perda mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukungn iklim 

investasi di daerah, karena pada dasarnya ada 5 daya tarik investasi di daerah yaitu : 1. 

Kelembagaan (31%), 2. Sosial politik (26%), 3. Ekonomi daerah (17%), 4. Tenaga kerja 

dan produktifitas (13%), 5. Infrastruktur fisik (13%). (www.wartaekonomi.com, akses 20 

Desember 2006). Dimana pada faktor kelembagaan meliputi masalah kepastian hukum, 

aparatur dan pelayanan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan Perda. Pada faktor 

sosial politik, hal yang diperhatikan terutama masalah kondisi sosial politik, keamanan, 

dan budaya daerah setempat. Adapun pada faktor ekonomi daerah, terutama 

memperhatikan potensi ekonomi dan struktur ekonomi di tiap daerah. Pada faktor tenaga 

kerja dan produktifitas, hal yang ditinjau adalah masalah ketersediaan tenaga kerja, biaya 

tenaga kerja, dan produktifitas serta kualitas tenaga kerja di tiap daerah. Sementara pada 

faktor infrastruktur, hal-hal yang diperhitungkan adalah masalah ketersediaan 

infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur fisik yang ada di tiap daerah. Melihat 

prosentase 31%, Perda temasuk dalam faktor kelembagaan yang merupakan indikator 

terpenting dalam penanaman modal di daerah. Contoh di Malang banyak Perda yang 

hanya berisi pungutan retribusi dan banyak rancangan Perda yang juga akan mengatur 

retribusi yang semata-mata hanya mencari kenaikan PAD. Seperti penerapan Perda Kota 

Malang No. 12 tahun 2001 pasal 11 tentang pengaturan usaha dan retribusi bidang 

industri dimana banyak sekali kewajiban pengusaha untuk membayar berbagai macam 

retribusi, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), retribusi Tanda Daftar Industri (TDI), 

retribusi Ijin Usaha Industri, retribusi Ijin Tanda Daftar Gudang (TDG), sedangkan biaya 

penyelenggaraan hukum dalam pasal 2 disebutkan meliputi biaya lapangan, pengukuran 

dan pematokan, serta biaya pengawasan dan pengendalian pematokan. Dilihat dari 

ketentuan pasal 2 tersebut diatas sangat rentan dengan penyelewengan kewenangan oleh 

para aparatur dalam penyelenggaraan pengukuran dan sebagainya. Dimana oknum aparat 

yang memainkan peranan dalam pemetaan, pengukuran dan pematokan, dimana cepat 

lambatnya tergantung aparat tersebut. Hal ini rentan terhadap adanya biaya-biaya 

pungutan liar dari para oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.  

   

http://www.wartaekonomi.com,%20akses%2020/
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Kemudian dalam Perda diatas hanya berisi kewajiban membayar berbagai 

macam retribusi tanpa adanya pengaturan tentang perlindungan keamanan, insentif, 

pembayaran retribusi bagi para  pengusaha yang ingin mendirikan usaha di kota Malang. 

Maka jelaslah Perda ini sangat tidak mendukung iklim investasi di Kota Malang sendiri 

karena adanya beban retribusi yang memberatkan investor. Banyaknya Perda yang tidak 

mendukung iklim investasi tersebut karena dalam pembuatannya tidak adanya 

akomodasi yang seimbang antara hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam 

masalah yang diatur dalam Perda tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya kajian 

akademis, Menurut Harry Alexander naskah akademis adalah naskah awal yang memuat 

gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu. Gagasan 

pengaturan serta materi dalam naskah akademik ditinjau secara holistik / futuristik dari 

berbagai aspek ilmu dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, dan 

landasan hukum. Dimana kajian akademik  sangat penting dalam pembuatan Perda, 

karena dalam kajian akademik berisi kajian yang mendalam mengenai masalah yang 

akan diatur, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian empiris sebagai 

data dasarnya. Tanpa kajian akademik Perda yang dibuat akan mengambang. Sebab 

dalam kajian akademik akan mempertimbangkan semua aspek, filosofis, sosiolagis, dan 

yuridis. Karena sebuah Perda harus berlaku meliputi tiga aspek tersebut. Dimana pola 

penyusunan Perda di Kota Malang melalui tahapan tanpa naskah akademis yang meliputi 

tahap sebagai berikut :  

1) Rancangan Perda dilempar eksekutif ke legislatif. 

2) Rancangan Perda dibahas di fraksi melalui pandangan umum fraksi (bila ditolak, 

Perda dikembalikan. Bila diterima maka pembahasan Rancangan Perda 

dilanjutkan). 

3) Selanjutnya dibentuk panitia khusus pembahasan Rancangan Perda pansus 

mengundang satuan kerja pemerintah daerah yang terkait dengan Rancangan 

Perda pansus mengundang elemen masyarakat yang terkait langsung dengan 

Rancangan Perda, termasuk juga akademisi untuk membahas isi Rancangan 

Perda. 

4) Pansus melaporkan hasil pembahasan di rapat paripurna dewan (bila disetujui 

maka Rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda. Bila ditolak Rancangan Perda 

dikembalikan lagi ke eksekutif). 
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5) Setelah Rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda maka penetapan Perda 

tersebut dikirim ke gubernur. 

6) Gubernur melakukan evaluasi (bila ditolak maka Perda tersebut harus dicabut 

bila mendapat catatan maka Perda harus di sesuaikan dengan catatan Gubernur 

sebelum diterapkan. Bila tidak mendapat evaluasi berarti Perda dapat 

diberlakukan). 

Sehingga hasil Perda yang telah ditetapkan sulit diterapkan di masyarakat dan akan 

bertentangan dengan hukum yang berlaku diatasnya, seperti pendapat direktur pusat 

study hukum dan pelayanan publik Kota Malang Haris Thofly bahwa “hasil evaluasi 

gubernur yang mengevaluasi Perda retribusi belum ada dasar hukumnya. Ini 

membuktikan bahwa Perda yang dibuat Kota Malang belum mempunyai aspek yuridis 

yang kuat, karena Perda di Kota Malang dibuat tanpa kajian akademik yang memuat 

landasan yuridis sehingga Perda dibuat tanpa dasar hukum yang kuat”. (Radar Malang, 

27 Desember 2006, hal 29).  

Untuk membuat Perda yang mendukung investasi dan bisa diterapkan dari 3 

aspek yaitu secara yuridis, sosiologis dan filosofis maka perlu peningkatan produktifitas 

kineja DPRD, dimana anggota DPRD sebagian besar tidak berbasik pendidikan hukum. 

Ketika mereka dihadapkan pada fungsi legislasi untuk membuat sebuah produk hukum, 

para anggota DPRD Kota Malang pada umumnya hanya memahami fungsi Perda sebatas 

mengatur masyarakat. Sedangkan fungsi strategis lainnya misalnya fungsi perlindungan 

terhadap hak-hak rakyat, fungsi perubahan sosial, fungsi pemberdayaan masyarakat tidak 

dipahami oleh mereka. 

Latar belakang pendidikan anggota DPRD Kota Malang 

Anggota DPRD berdasar latar belakang pendidikan jumlah % 

Pendidikan setara sarjana dengan latar belakang bidang hukum 8 18 

Pendidikan setara sarjana dengan latar belakang non hukum 23 51 

Pendidikan dibawah sarjana 14 31 
Sumber :  Legality, vol 14 No. 1, ISSN:0854-6509, 2006 

 

Dari tabel diatas ternyata banyak anggota DPRD yang tidak berkompeten 

dibidang hukum sehingga produk hukum yang dihasilkanpun tidak produktif. Untuk itu 

perlu peningkatan pengetahuan anggota DPRD di bidang hukum untuk dapat 

meningkatkan produktifitasnya di bidang legislasi. 
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Untuk membentuk Perda yang mendukung bidang investasi juga diperlukan 

produktifitas eksekutif, dimana eksekutif dalam mengajukan Rancangan Perda hendaklah 

memikirkan kepentingan berbagai pihak, tidak hanya Perda sebagai alat legitimasi 

kepentingan eksekutif. Eksekutif juga harus memikirkan kepentingan dari berbagai pihak 

yaitu investor dan masyarakat. Selain itu perlu adanya pengaturan dalam Perda tersebut 

tentang pemberian insentif pengurangan pajak dan retribusi untuk jangka waktu tertentu, 

sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah itu karena tidak ada 

beban yang berat bagi para investor dalam hal pajak dan retribusi. Selanjutnya perlu 

adanya peran serta mayarakat dalam pembahasan sebuah Perda, sehingga aspirasi 

masyarakat dapat terjaring dalam produk legislasi yang sedang digarap. 

Untuk selanjutnya langkah yang harus diambil DPRD dan eksekutif dalam 

membuat Perda yang mendukung investasi harus mencerminkan karakteristik good 

governance yaitu pemerintahan yang bersih. Selain itu pembuatan Perda haruslah 

memuat substansi yang mengedepankan azaz profesionalitas, mengedepankan 

kepentingan umum, mengedepankan proporsionalitas, adanya akuntabilitas dari 

penyelenggara Negara kepada masyarakat. Sehingga Perda itu bukan merupakan Perda 

yang represif yang merupakan alat untuk mengedepankan kepentingan pejabat Negara. 

Dengan adanya pembuatan Perda yang mencerminkan prinsip good governance 

diharapkan Perda itu tidak memiliki celah untuk adanya korupsi yang akan menyulitkan 

para investor dalam menanamkan modalnya di daerah. Dengan langkah-langkah diatas 

maka diharapkan dapat terbentuk Perda yang akan mendukung iklim investasi yang 

kondusif, yang akan meningkatkan perekonomian daerah, pemanfaatan SDA dan SDM 

daerah dan pemerintah daerah dapat mengelola potensi daerahnya sesuai dengan 

kebutuhan daerah dan masyarakat setempat. 

 

KESIMPULAN 

 

Bahwa investasi di daerah terhambat oleh Perda yang mendistorsi iklim 

investasi yang kompetitif di daerah, yaitu Perda yang semata-mata bertujuan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Bahwa Perda tersebut banyak memberikan beban bagi para investor di daerah 

khususnya di kota Malang. Seperti banyaknya pungutan retribusi dan pajak yang sangat 

memberatkan investor. 

   



 

   

Banyaknya Perda yang tidak mendukung iklim investasi di daerah tersebut, 

disebabkan tidak adanya pengakomodasian kepentingan secara seimbang antara berbagai 

pihak yang terkait dengan investasi yaitu investor, masyarakat, dan pemerintah. Selain 

itu juga tidak adanya pemberian insentif berupa pengurangan pajak dan retribusi bagi 

para investor. 

Maka di Malang diperlukan Perda yang mendukung iklim investasi dengan 

meningkatkan produktifitas dan kinerja DPRD maupun eksekutif dibidang legislasi dan 

diperlukan pemberian insentif bagi para investor tersebut. 
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PEMERINTAH KOTA MALANG 

Data Realisasi Tahun 2004, 2005, 2006 

 

Urusan Wajib  : PENANAMAN MODAL 
Satuan Kerja Terkait : Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal 

REALISASI TARGET Capaian Kinerja 
(Dalam %) 

FORMULA 
INDIKATOR 2004 2005 2006 2006 

Dibanding 
Realisasi 

Tahun 
2005 

Dibanding 
Realisasi 

Tahun 
2006 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Berdasarkan 
TDI, IUI, SIUP, 
Ijin Lokasi dan 
SIUJK (Bidang 
industri, 
Perdagangan, 
pergudangan, 
jasa konstruksi, 
perumahan, 
pariwisata) 

Jumlah Nilai 
Investasi Non 
PMA/PMDN 

Rp.160.533.000.000 Rp.278.635.364.200 Rp.215.884.751.660 Rp.292.567.132.410 77,5% 73,8% 

Jumlah Nilai 
Investasi 
PMA/PMDN 

- Rp.10.000.000.000 
(1 PMA) 

Rp.4.869.000.000 
(1 PMA) 

Rp.10.500.000.000 48,7% 46,4% Berdasarkan SP 
BKPM 

 TOTAL Rp.160.533.000.000 Rp.288.635.364.200 Rp.220.753.751.660 Rp.303.067.132.410 76,5% 72,8% 
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